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ABSTRAK
Indonesia mempunyai aturan mengenai Peran Fasilitator Diversi diatur di Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan aturan pelaksanaanya Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun.
Penelitian ini Bertujuan: (1) Untuk Mendeskripsikan Pengaturan Fasilitator Diversi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. (2) Untuk Mengkaji Kelebihan dan Kekurangan Pengaturan dalam Penerapan Diversi Untuk Mewujudkan Kesepakatan Antara Korban dan Pelaku.
Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Teknik pengumpulan datanya melalui penelusuran kepustakaan secara konvensional dan online serta dianalisa dengan analisis data kualitatif karena data akan disajikan dalam secara naratif-deskriptif, bukan dalam bentuk angka atau numerik. 
Hasil penelitian ini menunjukan Peran Fasilitator Diversi di atur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak terdapat 3 fasilitator diversi yaitu Pada tingkat penyidikan Polisi, Pada tingkat Penuntutan Jaksa, Pada tingkat pemeriksaan Hakim. Penerapan diversi di tingkat penyidikan adalah upaya awal yang harus dilalui oleh anak yang berhadapan dengan hukum, Penerapan di tahap penyidikan dilakukan menggunakan pendekatan mediasi. Proses diversi bersifat tertutup, yang dapat menghadiri adalah pihak-pihak yang bersangkutan dan orang-orang yang mendapat surat untuk menghadiri proses upaya diversi. Penerapan diversi ditingkat kejaksaan sama dengan ditingkat penyidikan yang membedakan adalah fasilitator dari setiap tingkatan. Dalam penerapan diversi ditingkat kejaksaan juga bersifat tertutup. Jaksa dalam melaksanakan upaya diversi berpedoman pada undang-undang sistem peradilan pidana anak dan juga PERJAK Nomor PER066/A/J.A/04/2015. Upaya diversi yang terakhir yaitu ditingkat pengadilan. Penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak dilakukan dengan menggunakan pendekatan mediasi. Dimana hakim berperan sebagai mediator dan fasilitator.. Kelebihan Pengaturan pelaksanaan Diversi yang mengatur perlindungan hukum merupakan hal yang melindungi seseorang akan hak-haknya dimata hukum sehingga diharapkan perlindungan ini memberikan rasa aman dan adil bagi orang tersebut dari tindakan-tindakan yang dapat melanggar hak-haknya khususnya hak-hak bagi anak. Kelemahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak masih memiliki kelemahan dalam mengatur diversi dan restorative justice sehingga dikuatirkan tidak dapat diterapkan secara efektif oleh pelaksananya.
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 
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ABSTRACT
Indonesia has rules regarding the role of the Diversion Facilitator regulated in Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and its implementing regulations. Government Regulation no. 65 of 2015 concerning Guidelines for the Implementation of Diversion and Handling of Children Under the Age of 12.
This research aims:: (1) to describe the arrangement of diversion facilitators in Indonesian laws and regulations. (2) To examine the advantages and disadvantages of regulation in the application of diversion to create an agreement between victims and perpetrators.
This type of research is library research. The approach used is a normative approach. The data collection technique is through conventional and online literature searches and analyzed with qualitative data analysis because the data will be presented in a narrative-descriptive manner, not in the form of numbers or numeric.
The results of this study indicate that the role of the Diversion Facilitator is regulated in Law No. 11 of  2012 concerning the juvenile criminal justice system. There are 3 diversion facilitators, namely at the level of police investigation, at the level of prosecution, and at the level of judge examination. The application of diversion at the investigation level is an initial effort that must be passed by children in conflict with the law. The application at the investigation stage is carried out using a mediation approach. The diversion process is closed, those who can attend are the parties concerned and people who have received letters to attend the diversion effort process. The application of diversion at the prosecutor's office is the same as at the investigation level, the difference being the facilitators at each level. In the application of diversion at the prosecutor's level, it is also closed. Prosecutors in carrying out diversion efforts are guided by the law on the juvenile criminal justice system and PERJAK Number PER066/A/J.A/04/2015. The last diversion attempt is at the court level. The application of diversion in the juvenile criminal justice system is carried out using a mediation approach. Where the judge acts as a mediator and facilitator. The advantages of Diversion implementation arrangements that regulate legal protection are things that protect a person's rights in the eyes of the law so that it is hoped that this protection will provide a sense of security and fairness for the person from actions that can violate their rights especially the rights of children. Weaknesses of Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System still has weaknesses in regulating diversion and restorative justice so that it is feared that it cannot be implemented effectively by its implementers.
Based on the results of this research, it is hoped that it will become information and input for students, academics, practitioners, and all parties in need in the Faculty of Law, Pancasakti University, Tegal.
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